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ABSTRAK

POLA-POLA PERUMUSAN KEBIJAKAN INOVATIF
BERBASIS EKOSISTEM BIROKRASI DIGITAL
(Studi di Kepolisian Daerah Lampung)

Oleh
I MADE JAYAMUNA

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model perumusan kebijakan
inovatif berbasis ekosistem birokrasi digital pada Kepolisian Daerah Lampung.
Transformasi birokrasi menuju tata kelola yang agile dan adaptif menjadi langkah
strategis dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas pelayanan
publik, khususnya melalui implementasi Polri Super App. Aplikasi ini dirancang
untuk mengintegrasikan berbagai layanan kepolisian dalam satu platform digital
yang mendukung administrasi, pengaduan, dan pelaporan secara real-time. Dengan
pendekatan kuantitatif dan analisis prospektif, penelitian ini mengidentifikasi
faktor-faktor kunci seperti kapasitas sumber daya manusia, adopsi teknologi digital,
serta sinergi antaraktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan
berbasis digital.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola
berbasis digital sangat bergantung pada integrasi sistem yang efektif, kolaborasi
lintas sektor, dan investasi dalam pengembangan teknologi serta pelatihan tenaga
kerja. Penggunaan Polri Super App tidak hanya mempermudah akses masyarakat
terhadap layanan publik tetapi juga menciptakan transparansi dan meningkatkan
akuntabilitas institusi kepolisian. Di samping itu, penguatan komunikasi antaraktor
berkontribusi dalam membangun ekosistem birokrasi yang inklusif dan adaptif
terhadap perubahan lingkungan strategis. Studi ini memberikan kontribusi teoritis
pada pengembangan administrasi publik dengan menyoroti pentingnya ekosistem
birokrasi digital sebagai landasan reformasi birokrasi modern. Secara praktis,
penelitian ini menawarkan kerangka kerja yang dapat diadaptasi oleh institusi
publik lainnya dalam upaya mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pelayanan
dan kebijakan. Temuan ini relevan dalam mendorong pemerintahan yang lebih
responsif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di era digital.

Kata Kunci: Ekosistem birokrasi digital, kebijakan inovatif, tata kelola agile, Polri
Super App, pelayanan publik.
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ABSTRACT

FORMULATION PATTERNS OF INNOVATIVE POLICIES BASED
ON THE DIGITAL BUREAUCRACY ECOSYSTEM
(A Study at the Lampung Regional Police)

By
I MADE JAYAMUNA

This study aims to develop a model for formulating innovative policies based on the
digital bureaucracy ecosystem at the Lampung Regional Police. Transforming
bureaucracy toward agile and adaptive governance is a strategic step to enhance
efficiency, transparency, and responsiveness in public services, particularly through
the implementation of the Polri Super App. This application integrates various
police services into a digital platform supporting real-time administration,
complaints, and reporting. Using a quantitative approach and prospective analysis,
this research identifies key factors such as human resource capacity, digital
technology adoption, and inter-actor synergy that contribute to the success of
digital policy implementation. The findings reveal that successful digital
governance relies heavily on effective system integration, cross-sector
collaboration, and investments in technological development and workforce
training. The Polri Super App not only facilitates public access to police services
but also promotes transparency and strengthens institutional accountability.
Furthermore, enhancing communication among actors contributes to building an
inclusive and adaptive digital bureaucracy ecosystem. This study provides a
theoretical contribution to public administration development by emphasizing the
importance of the digital bureaucracy ecosystem as the foundation for modern
bureaucratic reform. Practically, it offers a framework that can be adapted by other
public institutions to integrate technology into service and policy processes. These
findings are crucial in promoting a more responsive, innovative, and citizen-
oriented government in the digital era.

Keywords: Digital bureaucracy ecosystem, innovative policy, agile governance,
Polri Super App, public service.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Birokrasi di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan seiring perkembangan
zaman. Sistem birokrasi yang sebelumnya dikenal kaku dan kurang responsif kini
semakin dinamis. Salah satu perubahan utama adalah penerapan teknologi digital,
yang meningkatkan interaksi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Penggunaan media sosial dan aplikasi pemerintah kini menjadi fokus utama dalam
reformasi birokrasi (Widowati et al., 2023). Hal ini tidak hanya menciptakan
perubahan dalam struktur birokrasi, tetapi juga merefleksikan esensi dari tugas dan
tanggung jawab pemerintah, serta dinamika hubungan antara pemerintah dan
warganya. Dengan adanya teknologi, pemerintah telah menciptakan suatu bentuk
sistem pemerintahan baru yang lebih efisien, responsif, dan transparan (Rambe,
2022). Perubahan ini tidak terjadi secara terisolasi, melainkan sejalan dengan
perkembangan teknologi yang terus berinovasi dan dikembangkan dalam
lingkungan sosial, politik, dan administratif. Teknologi tidak hanya menjadi alat
yang memfasilitasi kegiatan pemerintahan, tetapi juga menjadi pendorong utama
dalam transformasi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Adopsi teknologi
oleh pemerintah tidak hanya mencerminkan respons terhadap perkembangan
zaman, tetapi juga merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun, dalam implementasinya, digitalisasi birokrasi di Indonesia masih
menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama
adalah ketimpangan infrastruktur teknologi dan literasi digital yang belum merata
di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam akses
terhadap layanan digital dan memperlambat adopsi teknologi di beberapa daerah
(Kadarisman et al., 2022). Selain itu, resistensi dari dalam birokrasi sendiri menjadi
hambatan signifikan dalam mendorong transformasi digital. Banyak pegawai
pemerintah yang masih merasa nyaman dengan pola kerja konvensional dan kurang

memiliki keterampilan teknologi yang memadai (Tresiana & Duadji, 2016).



Dukungan pengambilan keputusan berbasis e-Government yang masih
terfragmentasi juga menjadi permasalahan yang menghambat efisiensi birokrasi.
Digitalisasi yang hanya berupa konversi dari bentuk fisik ke digital tanpa
mengoptimalkan penggunaan data secara menyeluruh mengakibatkan kurangnya
integrasi dan koordinasi antar lembaga. Ditambah lagi ketiadaan kebijakan
setingkat UU untuk memperkuat birokrasi digital (Omar & Almaghthawi, 2020).
Studi Tresiana dan Duadji (2016) menunjukkan bahwa ketepatan kebijakan
memerlukan dukungan kapasitas dan tata kelola yang lebih luas, termasuk
pengawasan dan pengendalian yang efektif. Model birokrasi lama yang sulit
berubah dan kurang lincah berdampak pada lemahnya transparansi serta
keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Perubahan paradigma
dalam tata kelola pemerintahan juga menghadapi kendala regulasi yang belum
sepenuhnya mendukung digitalisasi birokrasi secara menyeluruh. Ketiadaan
kebijakan setingkat undang-undang untuk memperkuat landasan hukum birokrasi
digital sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam implementasi berbagai

inovasi teknologi (Sapto Nugroho et al., 2020)

Kemajuan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan dalam transformasi
lembaga maupun institusi negara. Dengan adanya teknologi, proses pemerintahan
menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu,
perkembangan teknologi juga telah mengubah pola interaksi antara pemerintah dan
warganya. Masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk berpartisipasi dalam
proses pengambilan keputusan, memberikan masukan, dan menyampaikan keluhan
melalui platform-platform digital yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini
menciptakan suatu dinamika yang lebih demokratis dalam hubungan antara
pemerintah dan masyarakat. Secara keseluruhan, perkembangan teknologi telah
membawa perubahan yang fundamental dalam cara kerja pemerintah dan interaksi
antara pemerintah dengan warganya. Adopsi teknologi dalam pemerintahan bukan
hanya sekadar alat bantu, tetapi juga merupakan sarana untuk menciptakan sistem

pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan akuntabel.

Transformasi governansi baru yang agile-adaptif menjadi urgensi dalam institusi
kepolisian, yang memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat. Polri sebagai institusi negara di bidang keamanan menghadapi



tantangan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks di
era digital. Salah satu inovasi strategis Polri adalah penerapan Polri Super App,
sebuah platform digital yang dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas dan
transparansi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Polri. Kebijakan Polri
Super App menjadi manifestasi nyata dari transformasi birokrasi menuju model
modern berbasis teknologi. Platform ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam
pengurusan dokumen, pengaduan masyarakat, dan informasi publik, tetapi juga
mencerminkan komitmen Polri dalam menjalankan prinsip pelayanan prima.
Implementasi kebijakan ini diturunkan ke setiap tingkatan, termasuk di tingkat
Polda seperti Polda Lampung, yang memiliki tantangan unik dalam
implementasinya mengingat kondisi geografis, sumber daya manusia, dan tingkat
literasi digital masyarakat yang beragam. Implementasi kebijakan ini diturunkan ke
setiap tingkatan, termasuk di tingkat Polda seperti Polda Lampung, yang memiliki
tantangan unik dalam implementasinya mengingat kondisi geografis, sumber daya
manusia, dan tingkat literasi digital masyarakat yang beragam. Berdasarkan pada
uraian diatas terkait dengan upaya digitalisasi birokrasi yang dilakukan Kepolisian
Daerah Lampung, maka peneliti mengangkat penelitian Tesis dengan judul “Pola-
pola Perumusan Kebijakan Inovatif Berbasis Ekosistem Birokrasi Digital

(Studi pada Kepolisian Daerah Lampung”.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, untuk mengkaji pola-pola
perumusan kebijakan inovatif yang berbasis pada ekosistem birokrasi digital,
dengan fokus pada studi kasus di Kepolisian Daerah Lampung untuk memahami
langkah-langkah yang diperlukan dalam mengembangkan tata kelola yang
responsif dan adaptif, maka rumusan masalah yang akan penulis teliti yaitu
bagaimana proses atau startegi yang dapat digunakan untuk membangun agility dan
adaptif governance berbasis pengembangan ekosistem birokrasi digital dalam

mewujudkan kebijakan publik inovatif ?



1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Untuk menghasilkan temuan baru model teoritik perumusan kebijakan
dalam kerangka Ekosistem Birokrasi Digital guna terwujudnya kebijakan
public inovatif. Temuan berkontribusi perubahan kapasitas pemerintah
dalam membangun hubungan tata kelola pengambilan keputusan berbasis
keterhubungan pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha dan antar

instansi pemerintah.

2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Memberikan kontribusi pada kajian teoritis administrasi publik,
terutama dalam konteks Ekosistem Birokrasi Digital, dengan
menyajikan studi kasus konkret di Kepolisian Daerah Lampung.
b. Manfaat Praktis
Bagi Kepolisian Daerah Lampung dapat dijadikan sebagai sumber
informasi serta bahan masukan untuk membangun ekosistem birokrasi

digital yang terintegrasi dengan baik.
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2.1. Reformasi Birokrasi

A. Pengertian Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan mendasar
terhadap birokrasi untuk menciptakan sistem yang lebih efisien. Reformasi
birokrasi dianggap sebagai kunci utama dalam upaya mencapai tata kelola
pemerintahan yang efektif. Kurangnya reformasi birokrasi dapat menjadi
hambatan serius dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut
Nofianti di Indonesia menunjukkan bahwa reformasi birokrasi berkontribusi
positif terhadap implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta
meningkatkan kinerja organisasi. Ini menegaskan pentingnya transformasi dalam
struktur dan proses birokrasi untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintahan yang
lebih efisien dan transparan (Nofianti & Suseno, 2014). Menurut Agus Dwiyanto
dalam bukunya Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,
reformasi birokrasi adalah proses untuk memperbaiki sistem birokrasi yang
cenderung korup dan lamban menjadi birokrasi yang lebih responsif, akuntabel,
dan transparan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih
baik dan pemerintahan yang efisien, dengan mengedepankan prinsip good
governance, yang melibatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas kinerja

pemerintahan (Dwiyanto, 2021).

Thoha mendefinisikan reformasi birokrasi sebagai upaya perubahan yang
bertujuan mengatasi kelemahan struktural dalam organisasi birokrasi, terutama
terkait budaya kerja dan mentalitas aparatur. Reformasi ini meliputi restrukturisasi
organisasi, reformasi prosedural, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
di lingkungan pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelayanan kepada publik (Toha, 2003). Sedangkan Setiawan (2020) mengartikan
reformasi birokrasi sebagai perubahan fundamental dalam sistem birokrasi yang
berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas

pemerintahan. Tujuan utama dari reformasi ini adalah memperbaiki pelayanan



publik agar lebih cepat, transparan, dan berkualitas. Setiawan juga menyoroti
pentingnya perbaikan integritas aparatur dalam rangka mencegah korupsi dan
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bouckaert dan
Pollitt mengatikan reformasi birokrasi sebagai usaha berkelanjutan untuk
menyesuaikan struktur dan proses birokrasi agar lebih responsif terhadap
perubahan lingkungan politik, ekonomi, dan sosial. Menurut mereka, reformasi
ini melibatkan tiga aspek utama: peningkatan efisiensi, peningkatan akuntabilitas,

dan peningkatan keterbukaan serta partisipasi publik (Pollitt, 2017).

B. Tujuan Reformasi Birokrasi

Secara umum, tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan pemerintahan yang
baik dengan dukungan penyelenggara yang profesional, bebas dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk
mencapai pelayanan prima. Secara khusus, tujuan reformasi birokrasi meliputi
(Agustin Devita Sari & Meirinawati, n.d.):

a) Memastikan birokrasi bersih, tidak terlibat dalam korupsi, kolusi, dan
nepotisme.

b) Mengoptimalkan efisiensi birokrasi dengan penggunaan sumber daya
yang tidak boros.

c) Meningkatkan efektivitas birokrasi dalam menanggung jawab dan
mencapai tujuan organisasi.

d) Meningkatkan produktivitas birokrasi untuk menghasilkan output yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

e) Menciptakan kondisi sejahtera bagi birokrasi dengan penghargaan yang
sesuai terhadap beban tugas, bobot tanggung jawab jabatan, dan status
sosial di mata masyarakat.

Menurut Reswansyah dalam bukunya yang berjudul Reformasi birokrasi dalam
rangka good governance, menjelaskan bahwa tujuan utama dari reformasi
birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (public trust building) serta
menghapus citra negatif yang selama ini melekat pada birokrasi pemerintahan.
Kepercayaan masyarakat merupakan elemen penting dalam keberhasilan

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan. Tanpa kepercayaan publik,



akan sangat sulit bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif.
Dalam konteks saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi juga semakin
penting mengingat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi
tuntutan yang semakin kuat dalam era keterbukaan informasi (Rewansyah, 2010).
Dari pendapat para ahli mengenai reformasi birokrasi diatas dapat disimpulkan
bahwa secara keseluruhan, reformasi birokrasi adalah usaha menyeluruh yang
melibatkan perubahan struktural, kultural, dan prosedural untuk menciptakan
sistem pemerintahan yang lebih baik, dengan fokus pada peningkatan pelayanan

publik, akuntabilitas, dan integritas.

2.2. Agility Governance
Reformasi birokrasi yang efektif harus mencakup elemen-elemen agility. Agility
dapat dipahami sebagai kemampuan untuk bertahan dalam Ingkungan kompetitif
yang ditandai dengan perubahan yang tidak dapat diprediksi, dengan merespons
secara efektif terhadap perubahan lingkungan. Dengan kata lain, kemampuan
organisasi untuk terus beradaptasi dengan konteks yang tidak pasti. Kebutuhan
akan agility merupakan konsekuensi dari kemajuan globalisasi, persaingan, dan
peluang yang ditawarkan oleh teknologi baru (Vrontis et al., 2023). Dalam
perspektif ini, mencapai katangkasan organisasi dipandang sebagai sebuah
tantangan yang menjaga kalangsungan hidup organisasi dalam lingkungan global
yang berubah dengan cepat. Kemampuan merespon dan beradaptasi terhadap
perubahan terlihat dari segi keahlian organisasi, fleksibilitas struktur internal, dan

kompetensi manajerial (Haider et al., 2021).

Agile dalam konteks reformasi birokrasi mencerminkan responsivitas dan
fleksibilitas pemerintahan. Agile juga didefinisikan sebagai suatu paradigma yang
memprioritaskan kepuasan pengguna melalui pengembangan digital yang
meningkatkan adaptabilitas. Pemerintah dan akademisi bekerja sama untuk
memenuhi tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang
efektif dan efisien melalui pengembangan perangkat lunak atau digital (Wen et
al.,, 2020). Makna lain terungkap yang mendefinisikan agile Government
membahas tentang bagaimana pemerintah dapat bertransformasi dari metode
tradisional menjadi metode agile dengan bantuan perangkat lunak (Patanakul &



Rufo-McCarron, 2018). Penggunaan konsep agile pada dasarnya menempatkan
suatu sistem pada tempatnya untuk dapat bergerak secara bebas dan dinamis
sesuai kebutuhan (Al-Saqgqga et al., 2020). Ketangkasan yang dibawa oleh konsep
agility mendorong sektor lain untuk mengikuti, termasuk lembaga negara yang
sering disebut sebagai agile governance. Oleh karena itu, Agile governance
diinterpretasikan sebagai representasi pemerintahan yang responsif, gesit, dan
dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyesuaikan diri
dengan kebutuhan pembangunan masyarakat. Agile governance juga sering
dikaitkan dengan kemampuan pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang
tidak dapat diprediksi dan tidak pasti, seperti perkembangan globalisasi yang
mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan layanannya yang berbasis digital
(Janssen & van der VVoort, 2020).

Alur pikir reformasi birokrasi yang dijelaskan oleh Sedarmayanti dalam bukunya
yang berjudul Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan
Kepemimpinan Masa Depan mencakup lima aspek utama yang sangat penting
dalam proses transformasi birokrasi. Setiap aspek ini berperan dalam membentuk
landasan yang kuat bagi upaya perbaikan sistem birokrasi secara keseluruhan,
dengan tujuan akhir untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien,
akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima (Sedarmayanti,
2009). Lima aspek tersebut antara lain :
1) Penataan Kelembagaan
Reformasi kelembagaan bertujuan untuk menciptakan struktur organisasi
yang lebih ramping dan flat, dengan jenjang hierarkis yang sederhana dan
lebih banyak posisi jabatan profesional/fungsional daripada struktural.
Proses penataan ini dilakukan melalui reorientasi, yang mencakup
pendefinisian kembali visi, misi, peran, strategi, implementasi, dan evaluasi
kelembagaan.
2) Penataan Ketatalaksanaan atau Manajemen
Penataan ketatalaksanaan berfokus pada penyempurnaan mekanisme kerja
internal, prosedur kerja, dan hubungan kerja eksternal. Selain itu, aspek

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, serta



3)

4)

5)

pengelolaan sarana dan prasarana kerja harus diperbaiki. Pemanfaatan
teknologi informasi (e-gov) dan otomatisasi administrasi juga menjadi
faktor penting untuk meningkatkan efisiensi manajemen birokrasi.
Penataan Sumber Daya Manusia

Penataan SDM bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dengan
tenaga Kkerja yang berkualitas dan profesional. SDM harus memiliki
kompetensi yang tinggi, beretika, berkinerja optimal, dan sejahtera.
Penataan ini juga mendorong aparatur yang bersih dan bebas dari
penyimpangan, sesuai dengan kebutuhan kuantitatif dan kualitatif
organisasi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti adanya kewajiban bagi individu maupun organisasi
untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kinerja, terutama
dalam bidang administrasi keuangan. Akuntabilitas dicapai melalui
pelaporan dan pengukuran kinerja, baik secara objektif maupun subjektif,
untuk memastikan transparansi dan tanggung jawab di setiap tingkat
organisasi.

Pelayanan Umum

Pelayanan publik harus berorientasi pada pemberian layanan yang prima
kepada masyarakat. Ini mencakup pelayanan yang cepat, tepat, adil,
konsisten, dan transparan. Kepuasan masyarakat menjadi indikator utama

dalam mencapai pelayanan yang baik serta mewujudkan good governance.

Dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0, alur pikir reformasi birokrasi yang

telah dirancang harus disesuaikan dan diadaptasikan secara strategis dengan

prinsip-prinsip yang ada dalam Kapasitas Agile Adaptif 4.0. Proses adaptasi ini

mencakup berbagai elemen penting yang tidak hanya menekankan pada

fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi birokrasi, tetapi juga memperhatikan

tuntutan untuk selalu tanggap terhadap perubahan teknologi, dinamika sosial, dan

kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Aspek-aspek yang tercakup dalam

kapasitas ini meliputi :

1)

Agility Shift : Membangun kemampuan birokrasi yang fleksibel dan cepat

beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntutan masyarakat.



2) Karakter Pemimpin Adaptif : Pemimpin harus mampu beradaptasi dengan
perubahan yang cepat dan kompleks, memimpin dengan inovasi, serta
memotivasi bawahan dalam kondisi dinamis.

3) Citizen-centric : Pelayanan publik harus berpusat pada kebutuhan
masyarakat, memastikan bahwa birokrasi selalu responsif dan inovatif
dalam memberikan layanan.

4) Investasi SDM dalam IImu dan Teknologi Baru : Aparatur perlu dibekali
dengan keterampilan, terutama dalam bidang teknologi digital, agar mampu

mendukung birokrasi yang lebih modern dan efisien.

Untuk mendukung reformasi birokrasi yang agile-adaptif, SDM yang dihasilkan
harus memiliki:
1) Kualifikasi Teknis
Keterampilan teknis yang relevan dengan perkembangan teknologi dan
inovasi digital.
2) Kemampuan Berpikir Kritis dan Inovatif
Aparatur harus mampu berpikir kritis dan inovatif dalam menghadapi
tantangan dan memecahkan masalah di lapangan.
3) Keterampilan Sosial-Behavioral
Kemampuan untuk bekerja sama, adaptif terhadap lingkungan, dan
memiliki kecakapan sosial dalam membangun hubungan kerja yang efektif
di era yang semakin dinamis.
Dengan menggabungkan alur pikir reformasi birokrasi dan pendekatan agile-
adaptif, birokrasi Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan era 4.0

serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih cepat, efisien, dan inovatif.

2.3. Inovasi Kebijakan Publik
Inovasi kebijakan publik merupakan pengenalan atau penerapan ide-ide baru,
metode, atau teknologi dalam proses kebijakan publik untuk memperbaiki hasil,
efisiensi, dan efektivitas kebijakan yang dirancang untuk melayani masyarakat.

Dalam era modern, inovasi ini semakin penting seiring dengan perkembangan
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teknologi dan dinamika sosial yang menuntut pemerintah untuk beradaptasi
dengan cepat terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Hartley (2014), inovasi kebijakan publik adalah proses kreatif yang
melibatkan cara baru dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan
mengevaluasi kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih baik di sektor publik.
Inovasi ini sering kali mencakup perubahan dalam struktur, proses, dan teknologi
di lembaga-lembaga pemerintah (Sucupira et al., 2019). Lebih lanjut, Bekkers,
Edelenbos, dan Steijn menekankan bahwa inovasi kebijakan publik bukan hanya
tentang memperkenalkan teknologi baru, tetapi juga mengenai menciptakan ruang
untuk partisipasi masyarakat, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta
mengubah paradigma dalam tata kelola pemerintahan (Vivona et al., 2020).
Inovasi di sini menekankan pentingnya keterlibatan warga negara sebagai subjek
kebijakan, bukan hanya sebagai penerima manfaat.

Dengan demikian, inovasi kebijakan publik merupakan suatu perubahan yang
bukan hanya mengadopsi teknologi modern tetapi juga menekankan pentingnya
kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan menghadirkan
solusi yang lebih relevan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Transformasi ini menuntut perubahan dalam cara kerja pemerintahan serta

peningkatan keterbukaan dan transparansi dalam setiap proses kebijakan.

2.4. Birokrasi Digital
Birokrasi digital merupakan bagian dari inovasi kebijakan publik yang bertujuan
untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas pemerintahan
melalui pemanfaatan teknologi digital. Birokrasi digital mengacu pada
transformasi sistem pemerintahan tradisional menjadi lebih modern dan berbasis
teknologi, di mana layanan publik disediakan melalui platform digital, otomatisasi

proses administratif, serta penggunaan data yang lebih efektif.
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Menurut Meijer dan Bekkers, birokrasi digital adalah upaya untuk
mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam birokrasi
guna memodernisasi pelayanan publik dan mempercepat proses administrasi
(Bekkers, 2011) Mergel, Edelmann, dan Haug menyatakan bahwa birokrasi digital
menciptakan lingkungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat
dengan menggunakan data terbuka (open data) dan teknologi digital untuk
merancang kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis bukti (evidence-based
policy) (Mergel et al., 2019). Ini menandai perubahan paradigma dalam cara
pemerintah bekerja, di mana digitalisasi tidak hanya melibatkan layanan, tetapi
juga proses pengambilan keputusan dan komunikasi dengan masyarakat.

Menurut Gil Garcia juga menekankan bahwa birokrasi digital sebagai bagian dari
inovasi kebijakan publik dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan dalam
mengelola kompleksitas tantangan sosial melalui kolaborasi lintas sektor dan
adopsi teknologi terbaru (Gil-Garcia et al., 2018). Teknologi ini juga mendukung
inovasi dalam manajemen sumber daya manusia di sektor publik, dengan
memperkenalkan alat-alat digital yang lebih efektif untuk pengelolaan informasi
dan pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Saat ini, hampir semua aspek birokrasi telah mengalami digitalisasi. Birokrasi
digital memfasilitasi perkembangan sistem yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui publikasi informasi-
informasi terkait, seperti laporan kinerja, anggaran, serta pelayanan. Selain itu,
sistem ini juga menyediakan platform bagi masyarakat untuk memberikan umpan
balik terhadap kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh birokrasi (Bachtiar et
al., 2020). Secara konsep, e-Government merupakan bagian dari birokrasi digital
atau pemerintahan digital dalam arti sempit. Tidak jarang klaim e-Government
hanya sebatas digitalisasi dokumen atau proses administratif menjadi format soft
file yang dapat diakses secara elektronik. Meskipun e-Government ini merupakan
langkah awal yang penting menuju transformasi ke arah pemerintahan digital,
namun sejatinya konsep birokrasi digital jauh lebih luas dan kompleks daripada

sekadar digitalisasi dokumen. Penggunaan teknologi dalam birokrasi digital juga

12



melibatkan integrasi sistem-sistem yang berbeda di dalam pemerintahan, sehingga
informasi dapat mengalir secara lancar antara berbagai unit dan lembaga. Dengan
demikian, birokrasi digital tidak hanya mencakup adopsi teknologi dalam satu unit
atau departemen, tetapi juga mengubah pendekatan dan proses di pemerintahan
secara menyeluruh dan mencakup koordinasi dan integrasi lintas sektor untuk

menciptakan ekosistem pemerintahan yang terkoneksi dan terintegrasi.

2.5. Ekosistem Birokrasi Digital
EBD merupakan kerangka analisis pengembangan model sistem kebijakan
tatakelola agile dan adaptif guna mewujudkan kebijakan public inovatif. Kinerja
pengembangan terlihat dari penguatan integrasi organisasi dengan kemampuan
sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan serta penggunaan
teknologi. Studi-studi pengembangan birokrasi digital sebagai daya dukung
kebijakan public inovatif mengharuskan prakondisi integrasi hubungan kapasitas
organisasi, kemampuan sumberdaya terampil dan berpengetahuan, penggunaan
teknologi dan pengembangan teknologi itu sendiri berbasis sistem belum
diintegrasikan secara luas dalam pengembangan kebijakan. Semula ekosistem
birokrasi digital adalah governance 1.0 dengan karakter closed operations, internal
focus, namun studi terbaru memunculkan gagasan integrasi digital untuk
menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara
pemerintah dan masyarakat (G2C Government to Citizens), pemerintah dan
perusahaan bisnis (G2B Government to Business Enterprises) dan hubungan antar
pemerintah (G2G Government to Governments Inter Agency elationship)

berkelanjutan (Kern et al., 2019).

Studi Birokrasi Weberian yang dominan digunakan sampai saat ini baik di
Indonesia maupun beberapa negara berkembang, telah banyak dikritik teori
organisasi dan literatur manajemen baru dan dikaitkan dengan kebijakan public
(Aristovnik et al., 2022). Birokrasi dianggap tidak efisien dan tidak mampu
menanggapi perubahan eksternal, utamanya digitalisasi. Perubahan strategi global
salah satunya gitalisasi berperan momentum transformasi digitalisasi birokrasi
untuk menyediakan informasi dan pelayanan kepada warga negara, bisnis,

pegawai dan unit pemerintahan, serta sector organisasi lainnya. Diharapkan hal
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ini dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dengan analisis birokrasi,
performa birokrasi terhadap public, memastikan akuntabilitas, mempercepat
operasional pemerintah, menghasilkan data yang akurat dan mengurangi periaku
korupsi. Studi Digitalisasi dalam dunia birokrasi yang dikenal dengan governansi
digital dapat memberikan kebebasan baru dalam pelaksanaan pekerjaan, struktur
baru birokrasi yang mengacu pada relasi baru dan capaian kinerja yang baru
(Muellerleile, C., & Robertson, 2018).

Knowledge Data
The Public Big Data
Bureau/Office Platfom
Charismatic Leader Talented Innovator/Disruptor

Rule Code

Procedure Algorirhm

Files and Archive Digital Footprint
Iron Cage Silicon Web

Tabel 1 Perbandingan konsep birokrasi Weberian dan digital

Studi governansi digital pada birokrasi (birokrasi digital) dibahas melalui 2 studi
perbandingan perkembangan birokrasi, diantaranya: Digital Weberianism
Bureaucracy (DWB) dan Digital Era Governance (DEG) (Das et al., 2017),
(Ravselj et al., 2022).

No. Fase Tokoh Pemikir/Studi
1 Digital Muellerleile & | Studi historis peran teknologi
Weberianism Roperts_on (2018), dalam  masyarakat  dari
Meilani &
Bureaucracy | Hardjosoekarto perspektif fokus pada sarana
(DWB) (Szc:%zrgze’der (2015) dan kemampuan untuk
Ray, L., Reed, M., | menggunakan Internet,
Ray, L., & Reed, |. K d i
(1994), jangkauannya an  siapa
Dash, S. S., & |yangmendominasi kontennya.
Padhi (2020).
Muellerleile &
Robertson (2018) | Studi digitalisasi dan kinerja.
ciri-ciri utama  birokrasi
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politik ~ Weber  efisiensi,
objektivitas, dan rasionalitas
telah berubah dan
memberikan  bentuk  baru
kurang terlihat, tetapi
birokrasi digital tidak kalah
kuat;

Studi  kewaspadaan  dan
pengurangan resiko bencana
di Selat Sunda Indonesia,
mengungkapkan:  perlunya
pengaturan kelembagaan di
tingkat makro yang didukung
dengan Peraturan Pemerintah,
data bencana serta manajemen

informasi yang terintegrasi.

Digital Era
Governance
(DEG)

Dunleavy et al.,
(2006), Kolleck,
N., Jorgens, H., &
Well (2017),
Tassabehji et al.,
(2016) dan Gao &
Tan (2020).

Studi  berbasis  teknologi
informasi  telah  muncul
sebagai aliran baru dalam
organisasi di sector public,
yang telah menggeser dan
mendominasi beberapa
paradigma sebelumnya,
termasuk New Public
Manajemen (NPM).

Studi  hubungan hubungan
negara dan masyarakat di era
digital China serta gambaran
hubungan pemerintah pusat

dengan pemerintah provinsi
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yang dibangun dengan sistem
administrasi gaya Weberian
yang
teknologi digital menemukan

didukung  dengan

bahwa  partisipasi  warga

secara  online  berfungsi
sebagai alat informasi bagi
otoritas tingkat yang lebih
tinggi

implementasi kebijakan yang

untuk  memastikan

efektif dari atas ke bawah.

Tabel 2 Perkembangan studi governansi digital pada perkembangan teori

birokrasi

Selanjutnya studi penerapan gagasan governansi digital dalam birokrasi

mengalami perkembangan dari konsepsi e-government menuju e-governance
sebagaimana tabel berikut (Beyes et al., 2022), (Wen et al., 2020) :

No. | Transformasi Studi Pandangan/Pendapat

1 E-Government/ Muncul Fokus Penyediaan
pemerintahan sebagai layanan publik melalui
elektronik perkembangan | platform online, seperti

teknologi pembayaran pajak dan
informasi pada | pendaftaran kendaraan.
akhir abad ke- | Seiring waktu, evolusi
20 ini membawa
konsep-konsep  seperti

Stllf)di Dr. pemerintahan  terbuka
@ ntgatg“g\e/gleuréi dan partisipatif
E-Government
dan dampaknya

pa
da
pemerintahan
terbuka.

2 E- Berkembang Fokus pada aspek tata
Governance/governansi | sebagai kelola, termasuk
digital atau tata tanggapan interaksi antara
kelola elektronik terhadap pemerintah, sektor

kompleksitas swasta, dan masyarakat.
yang muncul
seiring dengan
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penerapan

teknologi

informasi Fokus  mengeksplorasi
cara teknologi informasi

Studi Dr. dapat mengubah cara

Adegboyega pengambilan keputusan
Ojo, mengenai | dan kolaborasi di dalam
tata kelola dan di luar lingkungan
elektronik dan | pemerintahan.
pengaruhnya
pada
keterlibatan
masyarakat.

Tabel 3 Transformasi implementasi birokrasi digital

Sebagai contoh, Ekosistem birokrasi digital di Korea Selatan menjadi rujukan
dalam studi transformasi digital administrasi publik. Ketika pandemi melanda,
Korea Selatan menerapkan berbagai langkah inovatif berbasis teknologi untuk
memastikan kelangsungan layanan publik, pengelolaan data yang efisien, dan
pengambilan keputusan yang cepat serta berbasis bukti. Pengalaman ini
menunjukkan bagaimana ekosistem birokrasi digital dapat bekerja secara efektif,

bahkan dalam kondisi krisis.

Untuk mengelola krisis pada masa pandemi, Korea Selatan mengembangkan
berbagai platform digital, termasuk sistem pelacakan kontak berbasis teknologi
yang memanfaatkan data dari GPS, kartu kredit, dan CCTV. Sistem ini dirancang
untuk mengidentifikasi dan mengelola penyebaran virus secara real-time,
memungkinkan pemerintah untuk merespons dengan cepat dan tepat. Menurut
Lee, respons cepat ini dimungkinkan karena birokrasi Korea Selatan telah lama
beradaptasi dengan transformasi digital melalui implementasi e-government dan

kebijakan berbasis data jauh sebelum pandemi terjadi (Lee & Lee, 2020).

Ekosistem digital di Korea Selatan juga mencakup layanan publik berbasis
aplikasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses
informasi, melakukan pelaporan, dan mendapatkan bantuan secara langsung.
Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam tata kelola pandemi memainkan peran

penting dalam pengendalian virus. Dengan memanfaatkan analisis big data yang
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didukung oleh super komputer, Korea Selatan berhasil menekan kurva penyebaran
wabah COVID-19 lebih awal dibandingkan banyak negara lain (Park, 2021).
Langkah kebijakan seperti otomatisasi dan penerapan Al selama pandemi
menciptakan fondasi yang kuat untuk mendukung birokrasi digital yang tangguh

dan responsif.

Dalam konteks Indonesia, Polri Super App menjadi salah satu inisiatif digital yang
memiliki tujuan serupa dengan ekosistem digital Korea Selatan, yaitu
meningkatkan efisiensi dan responsivitas birokrasi dalam pelayanan publik.
Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan kepolisian dalam
satu platform digital, seperti pengurusan SIM, SKCK, pelaporan pengaduan, dan
layanan lainnya. Studi kasus Korea Selatan memberikan pelajaran penting yang
relevan untuk diterapkan pada Polri Super App, khususnya di wilayah Polda

Lampung, dalam hal strategi transformasi digital yang efektif dan berkelanjutan.

2.6. Kerangka Pikir
Pengelolaan pemerintahan kini telah berkembang, menandai dimulainya era baru
dalam manajemen publik, di mana kolaborasi antara administrasi publik dan
warga negara menjadi sangat penting. Oleh karena itu, bentuk pemerintahan
paling maju yaitu pemerintahan digital mulai meraih momentum, dengan
teknologi digital sebagai komponen utamanya. Tren ini, yaitu digitalisasi di
berbagai aspek kehidupan yang disertai dengan transformasi sosial dan diikuti
oleh dimensi baru dalam pengelolaan publik, bersifat tak terelakkan dan saling
terkait, meskipun berlangsung dengan kecepatan yang berbeda-beda. Akibatnya,
muncul kebutuhan untuk menerapkan arsitektur manajemen publik yang baru dan
holistik guna menghadapi ketegangan antara masyarakat yang semakin melek
digital dan administrasi publik yang masih berpegang pada model lama (Biatozyt,
2017). Ekosistem Birokrasi Digital (EBD) merupakan sebuah paradigma baru
dalam pengelolaan administrasi publik yang mengintegrasikan teknologi digital
untuk meningkatkan keefektifan, efisiensi, dan keterbukaan dalam pelayanan
pemerintahan. Model ini tidak hanya mengubah cara tradisional birokrasi

beroperasi, tetapi juga memperkenalkan konsep Agile Adaptif Governance yang
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menyesuaikan diri dengan perubahan dinamis dalam masyarakat dan teknologi.
Pada dasarnya, EBD adalah sebuah kerangka kerja yang menggabungkan berbagai
elemen, mulai dari infrastruktur teknologi informasi, sistem manajemen data,
hingga budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan. Tujuannya adalah
untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kolaborasi antara berbagai
pemangku kepentingan dalam administrasi publik, termasuk pemerintah, sektor

swasta, akademisi, dan masyarakat.

KAPASITAS
AGILE-ADAPTIF 4.0

(a) Agility Shift; / \
(b) Karakter pemimpin adaptif;

(¢) Citizen-centric;
(d) Investasi SDM bidang ilmu-ilmu baru EKOSISTEM BIROKRASI DIGITAL

dan teknologi

o Digital infrastructure and
adoptions: Pemanfaatan
teknologi digital

KUALIFIKAS| SUMBERDAYA

AGILE-ADAPTIF 4.0 k /

(a) Kualifikasi teknis;

(b) Kemampuan untuk berpikir kritis dan
inovatif dalam pemecahan masalah;

(¢) Keterampilan sesial-behavioraldalam

wujud kemampuan bekerja sama dan NETWORK (JEJARING)

adaotif denaan linakunaan INTERAKSI/KETERHUBUNGAN
* Stakeholders-Stakeholders
* Sistem
= Linglkungan AKTOR/INSTITUSIONIL

OUTCOMES

Model Perubahan Pola
Perumusan Kebijakan dan
Penguatan Aktor P

Inovatif

Gambar 1 Kerangka pikir

Model ini menguraikan bagaimana Polda Lampung dapat meningkatkan Kinerja
dan efektivitas melalui pendekatan Agile-Adaptif dan implementasi ekosistem
birokrasi digital. Dimulai dengan peningkatan kapasitas adaptif (Agile-Adaptif
4.0) yang mencakup pengembangan pemimpin yang fleksibel, pendekatan
berpusat pada warga, dan investasi dalam sumber daya manusia berbasis
teknologi. Selanjutnya, model ini menekankan pentingnya kualifikasi teknis dan
kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah kompleks, serta
keterampilan sosial yang adaptif. Ekosistem birokrasi digital berperan sebagai
fondasi, dengan fokus pada infrastruktur digital, hak-hak digital, dan tata kelola
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yang baik, serta mengejar peluang ekonomi digital. Integrasi sistem dan
lingkungan yang mendukung, serta hubungan yang kuat antara pemangku
kepentingan, diidentifikasi sebagai kunci keberhasilan. Hasil akhirnya adalah
model kebijakan yang lebih adaptif dan inovatif, diperkuat oleh jaringan kerja
yang kuat dan peran aktor institusional yang signifikan, memastikan bahwa
kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif dan

berkelanjutan.

2.7. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.
Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Penerapan kapasitas agile-adaptif 4.0 dan kualifikasi sumber daya manusia yang
adaptif terhadap perkembangan teknologi digital meningkatkan efektivitas dan
efisiensi birokrasi melalui integrasi Ekosistem Birokrasi Digital (EBD), yang pada
akhirnya menghasilkan perubahan positif dalam pola perumusan kebijakan dan
penguatan aktor perumus kebijakan inovatif. Hipotesis ini mencoba menguiji
hubungan antara peningkatan kapasitas dan kualifikasi birokrasi dalam era digital
dengan hasil akhir berupa perbaikan dalam proses pengambilan kebijakan serta

penguatan aktor-aktor kunci yang berperan dalam birokrasi inovatif.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis prospektif,

yang dirancang untuk mengidentifikasi pola-pola perumusan kebijakan inovatif
berbasis ekosistem birokrasi digital di lingkungan Polri melalui aplikasi Polri
Super App di Kepolisian Daerah Lampung. Pendekatan kuantitatif digunakan
untuk mengukur hubungan antar variabel terkait, sementara analisis prospektif
bertujuan untuk memprediksi berbagai skenario kebijakan inovatif di masa depan
dalam implementasi birokrasi digital. menurut Sugiyono, Penelitian kuantitatif
adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan
untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel
pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan
instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan
untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019). Jenis dan sumber
data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara serta observasi lapangan. Data
primer diperoleh dari responden yang dipilih dengan sengaja. Sedangkan data
sekunder diperoleh dari studi pustaka dalam rangka memperoleh landasan teoritis
dan data penunjang yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder
berupa laporan tahunan atau teknis dari instansi terkait serta laporan hasil
penelitian, jurnal ilmiah dan publikasi lainnya yang ada di lembaga penelitian atau

internet.

Pada penelitian ini, analisis prospektif dipakai untuk menganalisis potensi
pengembangan kebijakan inovatif dalam penerapan Polri Super App. Analisis
prospektif sering digunakan untuk membuat berbagai pilihan kebijakan yang
strategis, terutama dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, industri, atau isu-
isu lainnya, guna mencapai hasil yang lebih baik dan efisien di masa depan

(Hardjomidjojo, 2007).



Bourgeois dan Jesus (2004) menjelaskan bahwa analisis prospektif adalah metode
untuk mengkaji masalah dengan melibatkan para pengambil keputusan, agar bisa
merencanakan kembali berbagai hal dengan pendekatan yang berbeda. Metode ini
membantu memetakan kepentingan para pemangku kepentingan dalam suatu area.
Selama analisis berlangsung, terjadi interaksi yang menghasilkan kesepakatan,
yang kemudian digunakan sebagai dasar perencanaan (Godet, 2006). Analisis
prospektif bisa digunakan untuk mempelajari dan mempersiapkan perubahan
melalui berbagai skenario, atau sebagai pendekatan yang dimulai dari visi tentang
masa depan dan menentukan langkah-langkah untuk mencapainya. Metode ini
tidak berfokus pada menemukan satu solusi terbaik, tetapi pada menyediakan
berbagai pilihan dan tujuan bagi para pengambil keputusan, serta membantu

merancang berbagai alternatif daripada hanya memilih satu opsi terbaik.

3.2. Subjek dan Lokasi
Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Lampung (Polda Lampung).
Polda lampung memiliki beragam sistem pelayanan berbasis aplikasi yang saling
tumpang tindih di platform online, namun tidak terintegrasi. Tahun 2022
meluncurkan aplikas Polri Super APP untuk mengintegrasikan data seluruh satuan
kerja dalam portal satu data. Tujuan meningkatkan layanan dan keputusan
semakin presisisi dengan mengintegrasikan 10 layanan pada 1 platform digital
yaitu : 1) layanan Daftar Kendaraan dan Perpanjangan STNK; 2) perpanjangan
SIM A dan SIM C; 3) Pengaduan online; 4) layanan e-tilang; 5) konfirmasi e-
tilang; 6) layanan Memantau SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyidikan); 7) informasi Kamtibmas; 8) Informasi Humas; 9) peta; 10) TV/Radio
POLRI, website polisi. Subyek penelitian adalah Polda Lampung yang meliputi
Bagian Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Bagian SDM &

Humas.
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3.3. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner tertutup dengan skala
Likert 1-5, di mana responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap
berbagai aspek dari perumusan kebijakan berbasis ekosistem birokrasi digital.
Kuesioner ini dikembangkan berdasarkan indikator-indikator yang relevan,
seperti efektivitas aplikasi, kemudahan penggunaan, serta dampak implementasi
kebijakan digital pada kinerja kepolisian. Selain itu, protokol pedoman wawancara
yang dikembangkan terdiri dari dua macam, yaitu pedoman wawancara untuk
mengidentifikasi faktor-faktor EBD melalui tematik activity dan untuk
mendapatkan informasi detail mengenai proses serta agenda kebijakan yang
selama ini berlangsung, apakah telah berorientasi pada EBD. Dokumentasi juga

digunakan untuk melakukan tinjauan terhadap kebijakan dan peraturan yang ada.

3.4. Teknik Analisis Penelitian
Pengolahan data dilakukan dengan analisis multi kriteria, yaitu :
1. Analisis Uji Prospektif yang meliputi (Moraes Vieira et al., 2017):
a) Penetapan factor kunci dari sistem pengembangan agile dan adaptif

governance melalui kuadran pengaruh dan keterhubungan antar factor.

N
)
g Kuadran I Kuadran 11
v Faktor penentu Faktor penghubung
s INPUT STAKES

Kuadran 111
Faktor terilkat
ouTrTrurTr

Kuadran IV
Faktor bebas
UNUSED

>
' Ketergantungan

b) Menentukan tujuan strategis dan kepentingan utama para stakeholder
terkait dengan sistem yang dikaji.
¢) Menentukan pengaruh langsung antarfaktor dalam sistem, yang

dilakukan pada tahap pertama analisis prospektif menggunakan matriks
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pengaruh langsung antarfaktor dalam pengembangan agile dan adaptif

governance.
‘ Tidak —»E

Ter'}?:;’a; . A|lB c|D|  E| E| G| H| I|J
; [ ] Ada Pengaruh? Kuat
c |
D | ] Sedang "'—’
E 1
F [ | Tldak
ﬁ -- Kecil
I .
J ||

— Jadilah faktor-faktor dalam sistem yang
Tabel 4 Pengaruh langsung antarfaktor dalam sistem Agile dan Adaptive
Governance

d) Mendefinisikan dan mendeskripsikan evolusi kemungkinan masa depan,
melalui identifikasi bagaimana elemen kunci berubah, memeriksa
perubahan dan menggambarkan skenario dan implikasinya terhadap sistem
menentukan faktor kunci penentu untuk masa depan dari sistem yang di kaji.

e) Menentukan keadaan (state) suatu factor.

f) Membangun skenario dan merumuskan implikasi scenario untuk menyusun

rekomendasi kebijakan dari implikasi yang sudah disusun.

2. Uji need Assesment (Mardle et al., 2003)
Pengelompokan stakeholders dalam kuadran stakeholders kepentingan dan
pengaruh, untuk melihat kebuituhan untuk melihat kebutuhan stakeholder

terhadap pengembangan agile dan adaptif governance.

Tinggi,
A Stakeholder
Primer Subyek Pemain
Stakeholder (“’Penggerak &
Sekunder Penggoyang,,)
Penonton
/ (,,Kayu Mati”)
Stakeholder eksternal
= v
< —>

Rendah Tinggi

I/ Aliiiadan

Gambar 2 Kategori stakeholder berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan &
Stakeholder Grid
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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pola-pola perumusan kebijakan inovatif
berbasis ekosistem birokrasi digital di Polda Lampung bahwa keberhasilan
transformasi digital dalam birokrasi tidak terlepas dari sinergi dan integrasi yang
efektif antara berbagai elemen kunci yang membentuk fondasi ekosistem birokrasi
tersebut. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan
kepemimpinan, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur teknologi berperan
signifikan dalam menciptakan birokrasi yang mampu merespons tantangan zaman
dengan cepat dan tepat. Dalam konteks ini, model yang digunakan menyoroti tiga
faktor utama yang saling melengkapi dan memperkuat, yaitu Kapasitas Agile-
Adaptif 4.0, Kualifikasi SDM Agile-Adaptif 4.0, dan Ekosistem Birokrasi Digital.

Kapasitas Agile-Adaptif 4.0 menjadi landasan dalam memastikan bahwa setiap
perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dapat diakomodasi dengan
fleksibilitas dan ketanggapan yang tinggi. Konsep ini berfokus pada pengembangan
birokrasi yang tidak hanya mampu bertahan di tengah perubahan, tetapi juga
proaktif dalam mengantisipasi dan memanfaatkan peluang dari perkembangan
teknologi dan tuntutan masyarakat. Selanjutnya, Kualifikasi SDM Agile-Adaptif
4.0 menjadi faktor pendukung yang tidak kalah penting. Dalam era digital,
keberhasilan kebijakan inovatif bergantung pada kapasitas individu-individu yang
terlibat dalam birokrasi. Pengembangan SDM yang agile dan adaptif memastikan
bahwa birokrasi memiliki daya saing yang tinggi dan mampu merespons perubahan
dengan cepat dan efektif. Ekosistem Birokrasi Digital, sebagai faktor ketiga,
berperan sebagai penghubung dan fasilitator dari seluruh proses transformasi.
Ekosistem ini mencakup infrastruktur teknologi, tata kelola digital, dan sistem yang
mendukung kolaborasi lintas sektor. Dengan ekosistem yang terintegrasi, setiap

elemen dalam birokrasi dapat beroperasi secara sinergis, menciptakan alur kerja



yang efisien, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan
publik. Implementasi ekosistem ini tidak hanya mempermudah proses internal
birokrasi, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dan sektor bisnis dalam

berbagai aspek pemerintahan.

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa integrasi ketiga elemen tersebut
menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan publik yang inovatif, adaptif, dan
berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Model yang diterapkan di Polda Lampung
memberikan gambaran jelas bahwa birokrasi yang agile dan adaptif mampu
menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika lingkungan
eksternal, baik dari sisi teknologi maupun tuntutan pelayanan publik. Dengan
demikian, ekosistem birokrasi digital yang dibangun secara kokoh akan menjadi
fondasi yang kuat dalam mendorong reformasi birokrasi di berbagai institusi

pemerintahan lainnya.

5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat
diberikan untuk mendukung pengembangan ekosistem birokrasi digital di Polda

Lampung dan lembaga pemerintah lainnya:

1. Pengembangan Lanjutan Teknologi dan Infrastruktur Digital
Polda Lampung perlu terus meningkatkan kapasitas infrastruktur digital
dan memperluas cakupan layanan dalam Polri Super App. Ini termasuk
integrasi sistem yang lebih luas, penyempurnaan fitur aplikasi, dan
peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat. Langkah ini akan membantu
memaksimalkan potensi teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan
publik.

2. Pengembangan Kapasitas SDM
Diperlukan investasi yang lebih besar dalam pengembangan SDM melalui
pelatihan berkelanjutan di bidang teknologi, inovasi, dan kepemimpinan.

SDM harus memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan digital
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saat ini dan masa depan, sehingga mampu menjalankan fungsi pelayanan

publik secara efektif.

Evaluasi dan Penyesuaian Berkelanjutan

Penting bagi Polda Lampung untuk secara berkala mengevaluasi kebijakan
dan sistem yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini akan membantu
dalam menyesuaikan kebijakan dengan dinamika teknologi dan kebutuhan

masyarakat yang terus berkembang.
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